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Pada tanggal 22 Oktober 2008 keluar Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 
46/2008). Dan pada tanggal 11 November 2008 keluar Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Perka BNPB 3/2008). Perka BNPB 3/2008 ini baru dapat diakses 
olhe penulis pada tanggal 20 Februari 2009, sehingga analisis 
pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak 
dapat dilakukan secara bersamaan dengan berdasarkan kedua 
peraturan tersebut.  
 
Makalah ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari makalah 
penulis yang berjudul “Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 
No. 46 Tahun 2008” tanggal 2 November 2008. Sekarang menjadi 
lebih lengkap pembahasan pembentukan BPBD berdasarkan 
Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008. 
 
 
APA ITU BPBD? 
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah 
lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di 
daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di 
tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang 
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). 
Dengan adanya BNPB maka lembaga PB sebelumnya, yaitu Badan 
Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) dibubarkan 
(Pasal 82, ayat 2 UU 24/2007). Dengan demikian pembubaran 
Bakornas PB membawa implikasi juga dibubarkannya rantai 
komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi 
Pelaksana Penangangan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan 
Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) bila nantinya sudah 
dibentuk BPBD. 
 

Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 
Djuni Pristiyanto, MPBI 
 

1



Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan 
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 
dan efisien; serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan 
kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Pasal 20 
UU 24/2007). 
 
Sementara itu tugas-tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU 
24/2007), antara lain: 
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha PB yang mencakup 
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 
rekonstruksi secara adil dan setara. 

2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan PB 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan 
bencana. 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 
5. Melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayahnya. 
6. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah setiap 

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 
kondisi darurat bencana. 

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 
 
BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Pasal 10, ayat 1 UU 
24/2007) yang kedudukannya merupakan lembaga pemerintah non 
departemen setingkat menteri (Pasal 10, ayat 2 UU 24/2007). 
Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18, 
ayat 1 UU 24/2007); di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh 
seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat 
eselon Ib (Pasal 18, ayat 2a UU 24/2007) dan di tingkat 
kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di 
bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa (Pasal 18, ayat 
2b UU 24/2007). Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi 
dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/kota 
adalah setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini 
menimbulkan dilema karena jabatan setingkat Sekda adalah satu-
satunya di pemerintahan daerah. Oleh karena itu selama beberapa 
waktu muncul sebentuk kekuatiran di kalangan para pejabat di 
pemerintah daerah, yaitu jangan sampai nanti ada “matahari 
kembar”. 
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APA LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN BPBD? 
 
Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Permendagri 
46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan 
Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Payung 
hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU 24/2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. 
 
Permendagri 46/2008 ini mengacu kepada Pasal 25 UU 24/2007,  
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (PP 41/2007), Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004), Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 
Tahun 2008 (Permendagri 25/2008). 
 
Sedangkan Perka BNPB 3/2008 mengacu pada UU 32/2004, UU 
24/2007, PP 38/2007, PP 41/2008, PP 21/2008, PP 22/2008, PP 
23/2008, Perpres 8/2008, Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka 
BNPB 1/2008), Permendagri 46/2008. 
 
Ada yang aneh dengan landasan hukum ini. UU 24/2007 dikeluarkan 
pada tanggal 26 April 2007. PP 41/2007 dikeluarkan pada tanggal 
23 Juli 2007. Ada selisih sekitar tiga bulan dari waktu 
dikeluarkannya UU 24/2007 dengan PP 41/2007. Akan tetapi dalam 
PP 41/2007 tidak ada satu pun kata "bencana" dan 
"penanganan/penanggulangan bencana" dan oleh karenanya tidak 
masuk ke dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Di daerah, 
baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak ada landasan 
hukum untuk membentuk lembaga yang menangani penanggulangan 
bencana secara tersendiri entah itu berbentuk badan, dinas, 
kantor, inspektorat ataupun lembaga teknis lainnya. 
 
Sementara itu Pasal 25 UU 24/2007 berbunyi: "Ketentuan lebih 
lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur 
organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
diatur dengan Peraturan Daerah." Pasal 25 UU 24/2007 ini lebih 

Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 
Djuni Pristiyanto, MPBI 
 

3



mengatakan bahwa pembentukan BPBD diatur dengan Perda, bukan 
melalui Permendagri 46/2008 ini. 
 
Jadi bagaimana? Kalau mengenai organisasi dan tata kerja BPBD 
mesti mengacu pada PP 41/2007 itu, tapi di dalam PP 41/2007 itu 
sendiri tidak ada yang mengutarakan mengenai lembaga yang 
mengurusi penanggulangan bencana. Apakah mesti merevisi PP 
41/2007? 
 
 
BAGAIMANA CARA MEMBENTUK BPBD? 
 
Tujuan Permendagri 46/2008 ini adalah untuk tertib administrasi 
dan standarisasi organisasi dan tata kerja BPBD. Tujuan Perka 
BNPB 3/2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah 
daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di daerah. 
 
BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata 
aturan dari Kementrian Dalam Negeri. Disini perangkat daerah 
adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam melakukan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebelum ini sudah terbit 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007) 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (PP 41/2007) sebagai acuan pembentukan dan 
pengurusan lembaga perangkat daerah, dan BPBD tentu saja mesti 
mengacu pada pada PP 38/2007 dan PP 41/2007 itu.  
 
Berdasarkan Pasal 2 Permendagri 46/2008, BPBD dibentuk di 
setiap provinsi dan BPBD dapat dibentuk di setiap 
kabupaten/kota. Pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda.  
 
Sedangkan dalam Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab III hanya 
disebutkan mengenai pembentukan BPBD sebagai berikut: 
1. Untuk menyelenggarakan PB di daerah, Pemerintah Daerah 

membentuk BPBD. 
2. Pemerintah Provinsi membentuk BPBD Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota. 
3. Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB. 
4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk 

BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi PB diwadahi 
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dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian 
dengan fungsi PB. 

 
Tidak ada masalah pada pembentukan BPBD di tingkat provinsi, 
karena semua provinsi wajib membentuk BPBD. Masalah timbul 
dalam pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota karena ada 
kata DAPAT pada Pasal 2 Permendagri 46/2008 tersebut. Hal ini 
berarti kabupaten/kota dapat membentuk BPBD atau pun dapat 
tidak membentuk BPBD. Tidak ada kriteria yang jelas dalam 
membentuk atau tidak membentuk BPBD ini bagi kabupaten/kota 
dalam Permendagri 46/2008.  
 
Arti yang bertentangan dengan Permendagri 46/2008 ini muncul 
dari Perka BNPB 3/2008 Bab IIIA khususnya Angka 2, yaitu: 
“…Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota.” Hal 
ini berarti bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk BPBD, 
karena tidak ada klausul “DAPAT” seperti yang terdapat dalam 
Permendagri 46/2008. Hal itu akan semakin membingungkan bila 
membaca pada Angka 4 masih dalam peraturan yang sama, yaitu: 
“Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk 
BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi PB diwadahi dengan 
organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi 
PB.” Ini artinya adalah bila ada Kabupaten/Kota yang tidak 
membentuk BPBD. Antara Angka 2 dan Angka 4 kok tidak sinkron 
maknanya, bagaimana ini? 
 
Hal ini adalah sesuatu yang membingungkan dan siapa yang mesti 
diikuti karena keduanya (Kementerian Dalam Negeri dan BNPB) 
adalah lembaga yang sangat berwenang dalam pembentukan BPBD?  
 
Kriteria pembentukan BPBD itu mestinya mengacu pada tingkat 
risiko bencana di daerah tersebut. Bagi kabupaten/kota yang 
mempunyai tingkat risiko bencana tinggi maka wajib membentuk 
BPBD kabupaten/kota. Tapi bagi kabupaten/kota yang mempunyai 
tingkat risiko bencana kecil maka tidak wajib membentuk BPBD 
dan fungsi-fungsi PB dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang sesuai untuk itu (lihat juga point 4 Bab 
IIIA Perka BNPB 3/2008). 
 
Lembaga yang berwenang di bidang PB adalah BNPB, maka dari itu 
BNPB mestinya membuat kriteria-kriteria teknis bila suatu 
kabupaten/kota akan membentuk BPBD atau pun tidak membentuk 
BPBD. Kriteria-kriteria teknis ini berisi analisa untuk 
mengetahui tingkat risiko bencana di suatu daerah. Jadi secara 
tata administratib perangkat daerah BPBD mengacu pada aturan-
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aturan dari Kementrian Dalam Negeri, dan secara teknis PB BPBD 
mengacu pada aturan-aturan dari BNPB.  
 
Dalam Pasal 16 Permendagri 46/2008 disebutkan bahwa susunan 
organisasi unsur pelaksana BPBD kabupaten/kota terdiri atas 
Klasifikasi A dan Klasifikasi B. Sementara itu penentuan 
klasifikasi BPBD kabupaten/kota ini ditetapkan berdasarkan 
beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan (Pasal 20 
Permendagri 46/2008). Klasifikasi A adalah struktur BPBD dengan 
sumber daya yang maksimal, sedangkan Klasifikasi B adalah 
struktur BPBD dengan sumber daya yang minimal. Hal ini bila 
tidak diimbangi dengan kriteria pembentukan BPBD yang sesuai 
tingkat risiko bencana, maka akan membawa konsekuensi yang 
serius. 
 
Contoh. Kabupaten X adalah sebuah daerah yang mempunyai tingkat 
risiko bencana tinggi;  di daerah ini ada potensi ancaman gempa 
bumi, longsor, banjir, kekeringan dan tsunami. Oleh karena itu 
Kabupaten X wajib membentuk BPBD. Tapi kabupaten X merupakan 
kabupaten yang miskin karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
kecil, potensi sumber daya alamnya rendah dan sumber daya 
manusianya kurang. Bila melihat skema dari Permendagri 46/2008 
itu maka Kabupaten X itu akan ikut Klasifikasi B, yaitu lembaga 
BPBD dengan struktur yang minimalis dan tentunya dengan 
anggaran yang kecil pula. Bisa diduga dengan jelas nantinya 
bahwa Kabupaten X itu tidak akan mampu melakukan PB di 
daerahnya sendiri. Ibaratnya adalah “orang terbenam hingga ke 
leher, satu sapuan gelombang saja maka dia akan tenggelam”. 
 
Bagaimana bila pernyataannya dibalik menjadi: “bagi 
kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi, 
walau daerahnya itu miskin sumber daya, maka kabupaten/kota itu 
wajib membentuk BPBD dengan Klasifikasi A.” Untuk menambah 
kekurangan sumber daya maka Pemerintah Pusat dan Provinsi wajib 
mendukung BPBD kabupaten/kota tersebut agar dapat menjalankan 
fungsi dan tugasnya secara maksimal. Pemerintah Pusat dan 
Provinsi mendukung dengan cara penyaluran anggaran, peningkatan 
kapasitas, pengadaan sarana prasarana, kajian-kajian risiko 
bencana, dan lain-lain. 
 
Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang telah membentuk BPBD? 
Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Sekretariat BPBD Provinsi 
Jawa Tengah. Berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda Prov Jateng 10/2008) 
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disebutkan dalam Pasal 7 bahwa "Sekretariat BPBD merupakan 
unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana 
daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui SEKDA." Dalam sehari-harinya Seketariat BPBD 
Provinsi Jawa Tengah dipegang oleh Kalakhar BPBD yang dibantu 
oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 
Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi, serta Bidang Logistik dan Peralatan. 
 
Kabupaten Boyolali membentuk "Badan Kesatuan Bangsa, Politik 
dan Perlindungan Masyarakat" (Kesbangpollinmas) pada awal April 
2008. Badan Kesbangpollinmas Kab. Boyolali ini terdiri dari: 
1. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan. 
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga. 
3. Bidang Ideologi politik (Penangangan Konflik). 
4. Bidang Perlindungan Masyarakat (termasuk penanganan bencana 

alam). 
 
Dalam hal ini Kab. Boyolali tidak secara khusus membentuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurusi 
penanggulangan bencana, tapi memasukkan fungsi-fungsi PB ke 
dalam lembaga "Kesbanglinmas". Lembaga BPBD tidak secara khusus 
dibentuk di Kabupaten Boyolali, padahal ancaman bahaya di 
daerah itu cukup lengkap seperti erupsi Gunung Merapi, longsor, 
gempa, kekeringan, banjir, wabah penyakit. 
 
 
BAGAIMANA STRUKTUR BPBD? 
 
OK, misalkan BPBD sudah terbentuk, lalu bagaimana struktur 
BPBD? BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio 
dijabat oleh Sekretaris Daerah (Pasal 3 Permendagri 46/2008). 
Hal yang senada diatur Perka BNPB 3/2008, yaitu ”Kepala BPBD 
dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.”  
Jabatan Sekda yang ex-officio Kepala BPBD ini tampaknya untuk 
mengatasi dilema “matahari kembar” tersebut di atas. 
 
Dalam pelaksanaan BPBD sehari-hari susunan organisasi BPBD 
terdiri atas Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. 
Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian 
pekerjaan, keangotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait 
dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri 46/2008 
dan Perka BNPB 3/2008. 
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Unsur Pengarah PB pada BPBD berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. Tugas Unsur 
Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD 
dalam PB. Sedangkan fungsi Unsur Pengarah adalah membuat 
rumusan kebijakan PB daerah, melakukan pemantauan, dan 
melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan PB. Ketua Unsur 
Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, anggota Unsur Pengarah 
berasal dari lembaga/instansi pemerintah daerah (badan/dinas 
terkait dengan PB) dan masyarakat profesional (pakar, 
profesional dan tokoh masyarakat di daerah). Perka BNPB 3/2008 
ini mengatur secara rinci mengenai Unsur Pengarah. 
 
Unsur Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan 
bertugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pelaksanaan BPBD sehari-harinya.  
 
Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan PB secara 
terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat 
dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD adalah 
melakukan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Susunan 
organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas: 
1. Kepala pelaksana 
2. Sekretariat Unsur Pelaksana 
3. Bidang/seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
4. Bidang/seksi Kedaruratan dan Logistik 
5. Bidang/seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 
Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas, tapi 
dalam Permendagri 46/2008 ini tidak diuraikan lebih lanjut 
mengenai Satuan Tugas itu, uraian yang lebih ditil dapat 
ditemui pada Perka BNPB 3/2008. Untuk pengisian jabatan Unsur 
Pelaksana BPBD ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, 
ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan 
bencana. 
 
Eselonisasi dan kepegawaian pada BPBD berdasar Permendagri 
46/2008 adalah sebagai berikut: 
 

Eselon No Jabatan 
Provinsi Kab/Kota 

Klasifikasi 
A 

Kab/Kota 
Klasifikasi 

B 
1 Kepala BPBD I.b.  

(ex-officio 
II.a.  

(ex-officio 
II.a.  

(ex-officio 
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Sekda) Sekda) Sekda) 
2 Kepala Pelaksana 

BPBD 
II.a. II.b. III.a. 

3 Kepala Sekretariat 
BPBD 

III.a. III.b. IV.a. 

4 Kepala Bidang BPBD III.a. III.b. - 
5 Kepala Subbagian  IV.a. IV.a. - 
6 Kepala Seksi IV.a. - IV.a. 
 
 
BAGAIMANA DENGAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PB? 
 
Harapan orang-orang yang menyusun dan mendorong disahkannya UU 
24/2007 adalah adanya lembaga PB yang berdaya dan kompeten 
untuk melakukan upaya-upaya PB di Indonesia. Untuk itu sebagai 
Kepala BPBD yang menangani PB tersebut dipasang pejabat 
setingkat Sekda. Ternyata dalam praktik timbul masalah dan 
akhirnya Kepala BPBD dijabat Sekda secara ex-officio. Apa 
konsekuensi dari hal tersebut? Apakah BPBD akan bisa berdaya 
dalam melakukan PB? Pertanyaan yang sering diajukan: Apakah 
Kepala BPBD mampu memerintah TNI/Polri bila terjadi bencana 
(pelaksanaan fungsi komando)?  
 
Dalam Pasal 33 Permendagri 46/2008 disebutkan bahwa pembinaan 
dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi 
penyelenggaraan PB dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, serta 
pembinaan dan pengawasan teknis operasional oleh Kepala BNPB 
dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri. Dari Pasal 33 itu 
dapat dilihat bila kekuasaan/wewenang BNPB-BPBD menjadi 
berkurang oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja soal 
pembinaan dan pengawasan teknis administratif BPBD menjadi 
tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, tapi soal fasilitasi 
penyelenggaraan PB bukan menjadi bagian Kementerian Dalam 
Negeri. Fasilitasi penyelenggaraan PB mestinya tetap menjadi 
wewenang BNPB agar sesuai dengan amanat UU 24/2007. Juga 
pembinaan dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan PB 
tetap menjadi wewenang BNPB, dan tentunya dalam pelaksaan 
berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya. 
 
Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab V mengatur mengenai pembinaan, 
pengawasan dan pelaporan. Pembinaan teknis penyelenggaraan PB 
dilakukan oleh BPBD/BNPB (tingkat masyarakat oleh BPBD 
Kabupaten/Kota), tingkat Kabupaten/Kota oleh BPBD Provinsi, dan 
tingkat provinsi oleh BNPB) secara terpadu berkoordinasi dengan 
instansi terkait. Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja 
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PB, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PB di masing-
masing daerah yang dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga 
pengawas sesuai peraturan perundang-undangan. BPBD menyusun 
laporan penyelenggaraan PB di daerahnya, yang berisi laporan 
situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana, dan 
laporan menyeluruh penyelenggaraan PB. 
 
Pada Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab V juga mengatur mengenai 
pelaproran bantuan, antara lain:  
1. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari 

sumbangan masyarakat. 
2. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana 

siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang 
berasal dari BNPB. 

 
Upaya dari Kementerian Dalam Negeri untuk membatasi wewenang 
BNPB semakin tampak bila kita baca Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian 
Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing 
(Permendagri 38/2008). Bila Permendagri 38/2008 benar-benar 
diterapkan, maka upaya-upaya penyaluran bantuan dalam kondisi 
tanggap darurat akan menjadi terkendala serius. Organisasi 
kemasyarakatan yang akan menerima bantuan asing secara langsung 
mesti melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (nasional), 
Menteri Dalam Negeri - gubernur (regional) atau Menteri Dalam 
Negeri - bupati/walikota (lokal) (Pasal 10 Permendagri 
38/2008). Ini akan makan waktu berapa lama dan berapa 
"ongkos"nya? Dalam situasi bencana, korban-korban mungkin sudah 
pada meninggal dunia karena lambatnya bantuan. Dalam 
Permendagri ini juga tidak mengacu (konsideran) kepada UU 
24/2007, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan 
Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Bencana (PP 22/2008), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
NonPemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008). 
 
 
BAGAIMANA AKHIRNYA? 
 
Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 ini menjadi acuan 
utama dalam teknis pembentukan BPBD di daerah-daerah. Namun 
demikian, dalam beberapa hal masih ditemukan kontradiksi 
penting dalam kedua peraturan tersebut. Bila kontradiksi-
kontradiksi tersebut tidak segera dipecahkan oleh Kementrian 
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Dalam Negeri dan BNPB maka dampaknya pasti akan menghambat 
terbentuknya BPBD dan yang kemudian akan menghambat 
penyelenggaraan PB secara umum di Indonesia. 
 
 
Jakarta, 24 Februari 2009 
Djuni Pristiyanto 
Admin Website MPBI  
Email: belink2006@yahoo.com.sg  
 
 
 
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) 
Jl. Kebon Sirih No. 5G Kebon Sirih  
Jakarta Pusat 10340 
Telp/Fax: +62-21-3103535, +62-21-3147321  
Website: http://mpbi.org  
Email: info@mpbi.org  
 
 
 

ooooo000ooooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
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Links unduh file-file peraturan terkait 
 
No Nama Peraturan Unduh File 
1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana 
http://www.mpbi.org/id/node/
45  

2 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

http://www.mpbi.org/id/node/
46  

3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 

http://www.mpbi.org/id/node/
46  

4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana 

http://www.mpbi.org/id/node/
46  

5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana 

http://www.mpbi.org/id/node/
46  

6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional 
dan Lembaga Asing NonPemerintah dalam 
Penanggulangan Bencana 

http://www.mpbi.org/id/node/
46  

7 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 
tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana 

http://www.mpbi.org/id/node/
48  

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 
Tahun 2008 tentang Penerimaan dan 
Pemberian Bantuan Organisasi 
Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak 
Asing 

http://www.mpbi.org/id/conte
nt/peraturan-menteri  

9 Peraturan Menteri Dalam No. 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

http://www.mpbi.org/id/conte
nt/peraturan-menteri  

10 Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

http://www.mpbi.org/id/conte
nt/peraturan-menteri  

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 

http://bencana.net/peraturan
-daerah.html  
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